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ABSTRACT

A safe and comfortable school culture is an important element in supporting the
well-being of school communities and the quality of education. This study aims to
analyze the Safe and Comfortable School Culture policy from the perspective of
educational governance in Indonesia. The study employs a qualitative approach
using a literature review and document analysis. The primary data source is
Regulation of the Minister of Primary and Secondary Education of the Republic of
Indonesia Number 6 of 2026 concerning Safe and Comfortable School Culture,
supported by relevant journal articles and scholarly literature. The data are
analyzed descriptively and qualitatively using Edwards I1l's policy implementation
framework, which comprises communication, resources, disposition, and
bureaucratic structure. The analysis indicates that the policy covers physical
protection, psychological well-being, sociocultural safety, and digital civility and
safety. From an educational governance perspective, its implementation requires
clear communication, adequate resources, implementer commitment, and well-
coordinated responsibilities. This study emphasizes that the existence of a
regulation needs to be supported by coordinated governance and the involvement
of relevant stakeholders. However, because the study is limited to documents and
literature, it cannot establish the actual level of policy implementation success in
schools.

Keywords: Safe And Comfortable School Culture, Policy Implementation,
Educational Governance, Literature Review

ABSTRAK
Budaya sekolah yang aman dan nyaman merupakan bagian penting dalam
mendukung kesejahteraan warga sekolah dan penyelenggaraan pendidikan yang
berkualitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Budaya Sekolah Aman
dan Nyaman dalam perspektif tata kelola pendidikan di Indonesia. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis
dokumen. Sumber data utama adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman
dan Nyaman, didukung oleh artikel jurnal dan literatur yang relevan. Data
dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan kerangka implementasi
kebijakan Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap
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pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan
Budaya Sekolah Aman dan Nyaman mencakup perlindungan fisik, kesejahteraan
psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital. Dari
perspektif tata kelola pendidikan, pelaksanaannya memerlukan penyampaian
informasi yang jelas, dukungan sumber daya, komitmen pelaksana, serta
pembagian tanggung jawab dan koordinasi yang terarah. Kajian ini menegaskan
bahwa keberadaan regulasi perlu didukung oleh pengelolaan yang terkoordinasi
dan keterlibatan pemangku kepentingan. Namun, karena penelitian terbatas pada
dokumen dan literatur, kajian ini belum dapat menyimpulkan tingkat keberhasilan
penerapan kebijakan di satuan pendidikan.

Kata kunci: Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman, Implementasi Kebijakan, Tata

Kelola Pendidikan, Studi Pustaka

PENDAHULUAN

Sekolah tidak hanya berfungsi
sebagai tempat berlangsungnya proses
pembelajaran, tetapi juga sebagai
lingkungan bagi peserta didik untuk
mengembangkan potensi, membangun
hubungan sosial, serta membentuk
karakter dan kepribadian. Oleh karena
itu, penyelenggaraan pendidikan perlu
memperhatikan  kondisi  lingkungan
sekolah yang aman, nyaman, inklusif,
dan mendukung kesejahteraan seluruh
warga sekolah. Lingkungan sekolah
yang kurang mendukung dapat
menghambat keterlibatan peserta didik
dalam  pembelajaran, mengganggu
kesejahteraan psikologis, serta
memengaruhi pencapaian hasil belajar.
Dengan demikian, keamanan dan
kenyamanan sekolah perlu dipahami
sebagai bagian penting dari
penyelenggaraan pendidikan, bukan
sekadar persoalan kedisiplinan atau
ketertiban.

Iklim sekolah merupakan salah
satu konsep yang dapat digunakan untuk
memahami kondisi tersebut. Wang dan
Degol (2016) menjelaskan bahwa iklim

sekolah merupakan
multidimensional  yang
berbagai aspek kehidupan sekolah dan
berkaitan dengan hasil perkembangan
peserta didik. Sejalan dengan hal
tersebut, Voight dan Nation (2016),
melalui tinjauan terhadap penelitian
mengenai peningkatan iklim sekolah
menengah, menunjukkan pentingnya
pendekatan yang terencana dalam
membangun lingkungan sekolah yang
positif.  Aldridge McChesney
(2018) juga menemukan bahwa iklim
sekolah memiliki keterkaitan dengan
kesehatan mental dan kesejahteraan

konsep
mencakup

dan

remaja.  Temuan-temuan  tersebut
memperlihatkan ~ bahwa  kualitas
lingkungan  sekolah  tidak  dapat

dipisahkan dari upaya mendukung

perkembangan peserta didik secara
menyeluruh.
Dalam  konteks Indonesia,

Prasetyo (2018) membahas hubungan
antara persepsi iklim sekolah dan
kesejahteraan subjektif siswa.
Selanjutnya, Wibowo et al. (2020)
mengkaji hubungan iklim sekolah dan
subjektif

kesejahteraan dengan
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pencapaian  siswa di  Indonesia
menggunakan data PISA 2018. Kedua
penelitian tersebut memberikan

gambaran bahwa kondisi lingkungan
sekolah dan kesejahteraan peserta didik
merupakan aspek yang relevan untuk
diperhatikan dalam penyelenggaraan
pendidikan. Dengan demikian,
pembentukan budaya sekolah yang
aman dan nyaman perlu didukung oleh
kebijakan serta praktik pengelolaan
sekolah yang memperhatikan
kebutuhan peserta didik, baik dalam
aspek pembelajaran, hubungan sosial,
maupun kesejahteraan psikologis.
Persoalan keamanan sekolah
juga berkaitan dengan pengalaman
peserta didik ketika berada di
lingkungan pendidikan. Mori et al.
(2021), melalui tinjauan sistematis
terhadap penelitian mengenai perasaan
tidak aman di sekolah, mengkaji
keterkaitannya dengan  berbagai
kesulitan kesehatan mental pada anak
dan remaja. Bradshaw et al. (2021)
menekankan pentingnya pendekatan
iklim sekolah yang komprehensif dalam
upaya menangani persoalan keamanan
sekolah. Sementara itu, Grazia dan
Molinari (2021) menunjukkan bahwa
iklim  sekolah memiliki berbagai
dimensi yang perlu dipertimbangkan
dalam pengukuran maupun
pengembangannya. Hal ini
menunjukkan bahwa keamanan sekolah
tidak cukup dimaknai sebagai ketiadaan
gangguan fisik, tetapi perlu dilihat
secara lebih luas dengan
memperhatikan pengalaman, interaksi,
dan kondisi psikologis warga sekolah.

Penelitian mengenai dukungan
terhadap kesejahteraan di sekolah juga
terus berkembang. Limone dan Toto
(2022) mengkaji strategi dan protokol
psikologis meningkatkan
kesejahteraan di lingkungan sekolah.
Scholz et al. (2023) menelaah faktor-
faktor yang berkontribusi terhadap
efektivitas program kesehatan mental
dan kesejahteraan universal di sekolah
menengah. Di sisi lain, Gonzalvez et al.
(2023) mengkaji instrumen pengukuran
iklim sekolah yang ditujukan kepada
peserta didik, guru, dan orang tua. van
Aalst et al. (2024) juga menelaah
karakteristik dan perilaku guru sekolah
dasar dalam mengidentifikasi,
mencegah, dan
perundungan. Walaupun fokus
konteks penelitian tersebut berbeda-
beda, keseluruhannya memperlihatkan
bahwa penciptaan lingkungan sekolah

untuk

mengurangi
dan

yang aman dan mendukung
membutuhkan  perhatian  terhadap
kebijakan, hubungan sosial, peran

pendidik, serta kesejahteraan warga
sekolah.

Dalam perkembangan kebijakan
pendidikan di Indonesia, pemerintah
menetapkan Peraturan
Pendidikan Dasar dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2026 tentang Budaya Sekolah Aman
dan Nyaman sebagai salah satu landasan
kebijakan untuk mewujudkan
lingkungan sekolah yang aman dan

Menteri

nyaman bagi seluruh warga sekolah.
Peraturan ini memberikan kerangka
kebijakan yang mencakup pemenuhan
kebutuhan spiritual, perlindungan fisik,
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kesejahteraan psikologis, keamanan
sosiokultural, serta keselamatan dan
kesantunan dalam ruang  digital
(Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah Republik Indonesia, 2026,
Pasal 1). Cakupan tersebut
menunjukkan bahwa budaya sekolah
aman dan nyaman perlu dibangun
melalui pendekatan yang menyeluruh,
tidak terbatas pada pengendalian
perilaku atau penanganan pelanggaran
setelah suatu masalah terjadi.
Keberadaan kebijakan tersebut
juga menimbulkan pertanyaan
mengenai bagaimana kebijakan
diterjemahkan ke dalam tata kelola
pendidikan  di  tingkat  satuan
pendidikan. Kebijakan yang telah
ditetapkan pemerintah memerlukan
pengelolaan dan pelaksanaan yang
terarah agar tujuan yang dirumuskan
dapat diwujudkan dalam praktik. Dalam
hal ini, sekolah tidak hanya menjadi
tempat penerapan aturan, tetapi juga
merupakan organisasi pendidikan yang
melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga
kependidikan, peserta didik, orang tua,
dan pemangku kepentingan lainnya.
Pelaksanaan kebijakan membutuhkan
kejelasan  komunikasi,
sumber daya, komitmen pelaksana,

ketersediaan

serta mekanisme organisasi yang
mendukung. Edward I  (1980)
menjelaskan  empat  faktor yang

memengaruhi implementasi kebijakan
publik, yaitu komunikasi, sumber daya,
disposisi atau sikap pelaksana, dan
struktur birokrasi. Kerangka ini dapat
digunakan untuk menelaah aspek-aspek
yang perlu diperhatikan agar kebijakan

budaya sekolah aman dan nyaman dapat
dilaksanakan secara terarah.

Meskipun berbagai penelitian
terdahulu
sekolah, kesehatan mental peserta didik,
kesejahteraan,  perundungan,  dan
program  peningkatan  lingkungan
sekolah, fokus penelitian tersebut
memiliki titik tekan yang beragam.
Sebagian penelitian
hubungan iklim sekolah dengan hasil
perkembangan peserta didik, sedangkan
penelitian lainnya mengkaji strategi
peningkatan kesejahteraan, pengukuran
iklim sekolah, atau peran guru dalam
pencegahan perundungan. Berdasarkan
kajian terhadap sumber-sumber
tersebut, masih diperlukan pembahasan
yang secara khusus menelaah kebijakan
Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

telah membahas iklim

menyoroti

berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 6 Tahun 2026 dengan

menempatkan tata kelola pendidikan
sebagai sudut pandang analisis. Fokus
tersebut penting karena kajian tentang
manfaat lingkungan sekolah yang
dilengkapi  dengan
pemahaman  mengenai  bagaimana
kebijakan  dirumuskan,
pelaksanaannya diatur, serta aspek tata
kelola apa saja yang perlu diperhatikan
dalam implementasinya.

Berdasarkan kesenjangan
tersebut, kebaruan artikel ini terletak
pada fokus analisis terhadap kebijakan

positif  perlu

unsur-unsur

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman
tahun 2026 dalam perspektif tata kelola
pendidikan di Indonesia. Artikel ini

tidak  berfokus pada pengukuran
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pengaruh iklim sekolah terhadap hasil
belajar atau kesehatan mental peserta
didik, melainkan pada telaah dokumen
kebijakan
kebijakan, cakupan perlindungan yang
diatur, dan implikasinya terhadap
penyelenggaraan pendidikan di satuan
pendidikan.  Analisis implementasi
kebijakan digunakan untuk membantu
mengidentifikasi aspek komunikasi,
sumber daya, komitmen pelaksana, dan
struktur organisasi yang relevan bagi
pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dengan demikian, artikel ini
bertujuan untuk menganalisis kebijakan
Budaya Sekolah Aman dan Nyaman
dalam perspektif tata kelola pendidikan

untuk memahami arah

di Indonesia. Secara khusus,
pembahasan diarahkan pada
pemahaman terhadap substansi
kebijakan,  keterkaitannya  dengan

konsep iklim sekolah dan kesejahteraan
warga sekolah, serta aspek tata kelola
yang diperlukan untuk mendukung
implementasinya. Hasil kajian
diharapkan dapat memberikan
kontribusi akademik bagi
pengembangan  kajian  kebijakan
pendidikann sekaligus menjadi bahan
refleksi bagi pengelola sekolah dan
pendidik dalam membangun budaya

sekolah yang aman, nyaman, dan
mendukung perkembangan seluruh
peserta didik.
KAJIAN PUSTAKA
1. Budaya Sekolah Aman dan
Nyaman

Budaya sekolah merupakan

nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku

yang berkembang dalam kehidupan
sehari-hari warga sekolah. Budaya
tersebut tercermin dalam interaksi
sosial, penerapan aturan, penghargaan
terhadap perbedaan, serta upaya
menciptakan lingkungan belajar yang
kondusif. Budaya sekolah yang positif

tidak  hanya  berkaitan  dengan
ketertiban, tetapi juga dengan rasa
aman, kepedulian, dan dukungan

terhadap perkembangan peserta didik.
Konsep yang berkaitan dengan
budaya sekolah adalah iklim sekolah
(school climate). Wang dan Degol
(2016) menjelaskan bahwa
sekolah memiliki berbagai dimensi
yang berkaitan dengan lingkungan dan
hasil perkembangan peserta didik.
Grazia dan Molinari (2021) juga
menunjukkan bahwa iklim sekolah
merupakan konsep multidimensional.

iklim

Sementara itu,  Aldridge dan
McChesney (2018) membahas
keterkaitan iklim sekolah dengan

kesehatan mental dan kesejahteraan
remaja, sedangkan Mori et al. (2021)
mengkaji hubungan pengalaman merasa
tidak aman di sekolah dengan kesulitan
kesehatan mental pada anak dan remaja.

Kajian tersebut menunjukkan
pentingnya memperhatikan aspek fisik,
sosial, dan  psikologis  dalam

membangun lingkungan sekolah yang
aman dan nyaman.

Dalam konteks pendidikan
Indonesia, Budaya Sekolah Aman dan
Nyaman diatur melalui Peraturan
Menteri  Pendidikan  Dasar  dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2026. Berdasarkan Pasal 1,
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konsep tersebut mencakup tata nilai,
sikap, kebiasaan, dan perilaku yang
dibangun di lingkungan sekolah untuk
kebutuhan spiritual,
perlindungan fisik,
mendukung kesejahteraan psikologis,
menjaga keamanan sosiokultural, serta
mendorong keadaban dan keamanan
digital (Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah Republik Indonesia,
2026).

Dengan  demikian, Budaya
Sekolah Aman dan Nyaman merupakan
kondisi sekaligus proses yang perlu
dibangun secara berkelanjutan melalui
interaksi, kebiasaan, dan pengelolaan
sekolah. Konsep ini digunakan sebagai
landasan untuk menganalisis substansi
kebijakan, sedangkan teori
implementasi  kebijakan  digunakan
untuk mengkaji kebutuhan tata kelola
dalam pelaksanaannya.

2. Tata Kelola Pendidikan

Tata kelola
merupakan proses pengaturan
kewenangan, pengambilan keputusan,
koordinasi, pelaksanaan tanggung
jawab, dan pertanggungjawaban dalam
penyelenggaraan  pendidikan.  Tata
kelola tidak hanya berkaitan dengan
struktur organisasi, tetapi juga dengan
penyampaian kebijakan, pemanfaatan
sumber daya, dan koordinasi antaraktor
untuk mencapai tujuan pendidikan.
Dalam satuan pendidikan, tata kelola
melibatkan pemerintah, kepala sekolah,

memenuhi
memberikan

pendidikan

guru, tenaga kependidikan, peserta
didik, orang tua, dan masyarakat.
Kejelasan  peran dan  koordinasi

diperlukan agar setiap pihak dapat

menjalankan tanggung jawabnya secara
terarah. Sebaliknya, pembagian tugas
yang tidak jelas dan keterbatasan

dukungan dapat menghambat
penerjemahan kebijakan ke dalam
praktik pendidikan.

Dalam pelaksanaan Budaya
Sekolah Aman dan Nyaman, tata kelola
pendidikan menjadi penghubung antara
ketentuan kebijakan dan kegiatan
sehari-hari di  sekolah. Hal ini
memerlukan komunikasi yang jelas,
dukungan daya,
pelaksana, serta pembagian tanggung
jawab yang terkoordinasi. Keterlibatan
berbagai pemangku kepentingan juga
diperlukan karena budaya sekolah
terbentuk melalui interaksi seluruh
warga sekolah, bukan hanya melalui
instruksi pimpinan. Oleh karena itu, tata
kelola pendidikan digunakan sebagai
perspektif untuk menelaah kebutuhan
pengelolaan dan koordinasi dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan
merupakan proses menerjemahkan
ketentuan yang telah ditetapkan menjadi
tindakan  nyata. bidang
pendidikan, keberadaan  peraturan
belum dengan sendirinya menjamin
kebijakan.

sumber komitmen

Dalam

tercapainya tujuan
Pelaksanaannya membutuhkan
komunikasi yang jelas, dukungan
sumber daya, komitmen pelaksana, dan

struktur organisasi yang mendukung.

Edwards 1III (1980), dalam
Implementing Public Policy,
mengemukakan empat aspek
implementasi kebijakan, yaitu
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komunikasi (communication), sumber
daya (resources), disposisi atau sikap
pelaksana (disposition), dan struktur
birokrasi
Keempat aspek tersebut digunakan
dalam penelitian ini sebagai kerangka
untuk menganalisis kebutuhan tata
kelola kebijakan Budaya Sekolah Aman
dan Nyaman.

(bureaucratic  structure).

a. Komunikasi (Communication)
Komunikasi berkaitan dengan

penyampaian  informasi  kebijakan
secara jelas dan konsisten kepada pihak
yang bertanggung jawab
melaksanakannya. Dalam kebijakan

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman,
komunikasi diperlukan agar warga
sekolah memahami tujuan, ruang
lingkup, dan tanggung jawab masing-
masing. Sosialisasi dan koordinasi yang
memadai dapat membantu membangun
pemahaman yang selaras mengenai
pelaksanaan kebijakan.

b. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya mencakup
dukungan sumber daya manusia,
informasi, kewenangan, fasilitas, dan
pembiayaan yang diperlukan untuk
melaksanakan  kebijakan. ~ Dalam
konteks Budaya Sekolah Aman dan
Nyaman, dukungan tersebut diperlukan
agar warga sekolah mampu
menjalankan perannya dan
melaksanakan kegiatan yang berkaitan
dengan perlindungan fisik,
kesejahteraan psikologis, keamanan
sosiokultural, serta keamanan digital.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana
(Disposition)

Disposisi  berkaitan  dengan
sikap, penerimaan, dan komitmen
pelaksana terhadap kebijakan.

Pelaksanaan Budaya Sekolah Aman dan
Nyaman memerlukan kesediaan warga
sekolah untuk menghargai perbedaan,
menjaga keselamatan, memperhatikan
kebutuhan  peserta  didik, dan
menjalankan tanggung jawab secara
konsisten. Komitmen ini penting agar
pelaksanaan kebijakan tidak berhenti
pada pemenuhan administrasi, tetapi
turut tercermin dalam kebiasaan dan
interaksi sehari-hari.

d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic

Structure)
Struktur  birokrasi  berkaitan
dengan pembagian tugas, prosedur

kerja, dan mekanisme koordinasi dalam
organisasi. Dalam pelaksanaan Budaya
Sekolah Aman dan Nyaman, kejelasan
tanggung  jawab  dan  prosedur
diperlukan agar setiap pihak memahami
perannya serta mengetahui mekanisme
pelaksanaan  kebijakan. Koordinasi
yang terarah juga dapat membantu
mengurangi tumpang tindih tugas dan
mendukung konsistensi pelaksanaan.
Keempat aspek tersebut saling
berkaitan. Komunikasi perlu didukung
sumber daya yang memadai, dijalankan
oleh pelaksana yang berkomitmen, serta
ditopang pembagian tanggung jawab
dan prosedur kerja yang jelas. Sitorus
(2019) juga menggunakan empat aspek
Edwards III dalam kajian implementasi
kebijakan pendidikan, sehingga
kerangka ini relevan untuk membantu
mengarahkan analisis kebijakan dalam
penelitian ini. Meskipun demikian,
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kerangka Edwards III dalam artikel ini
tidak digunakan untuk menyimpulkan
tingkat keberhasilan implementasi di
sekolah. Karena penelitian berbasis
studi pustaka dan analisis dokumen,

keempat aspek tersebut berfungsi
sebagai  kategori  analisis  untuk
menelaah substansi kebijakan dan

mengidentifikasi kebutuhan tata kelola
berdasarkan sumber yang dikaji.
4. Kerangka Berpikir Penelitian
Kerangka berpikir penelitian ini
kebijakan Budaya
Sekolah Aman dan Nyaman dengan
perspektif tata kelola pendidikan dan
teori implementasi kebijakan.
Permendikdasmen Nomor 6 Tahun
2026 menjadi dokumen utama yang
ditelaah untuk memahami tujuan dan

menghubungkan

cakupan perlindungan warga sekolah.

Selanjutnya, substansi  kebijakan
dianalisis melalui perspektif tata kelola
pendidikan ~ dengan  menggunakan

empat aspek implementasi Edwards 111,
yaitu  komunikasi, sumber daya,
disposisi atau sikap pelaksana, dan
struktur birokrasi.

Analisis  tersebut diarahkan
untuk  mengidentifikasi  implikasi
kebijakan dan kebutuhan tata kelola
yang relevan dalam mendukung
terwujudnya Budaya Sekolah Aman dan
Nyaman. Kerangka berpikir ini menjadi
dasar dalam mengarahkan analisis
dokumen pada bagian metode, hasil,

dan pembahasan.

Kebijakan Budaya Sekolah
Aman dan Nyaman

Tahun 2026)

|

Analisis substansi kebijakan
dan cakupan perlindungan
warea sekolah

!

Perspektif tata kelola
pendidikan

}

Analisis implementasi
kebyakan berdasarkan

komunikasi, sumber daya,
disposisi atau sikap
pelaksana, dan struktur
birokrasi

}

Identifikas: implikasi
kebijakan dan kebutuhan tata
kelola untuk mendukung
Budaya Sekolah Aman dan
Nyaman

Gambar 1. Kerangka Berpikir
Penelitian
Sumber: Diolah peneliti berdasarkan
Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026
dan Edwards 111 (1980)

METODE

Penelitian ini  menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode
studi pustaka (library research) yang
didukung analisis dokumen. Menurut
Zed (2014), penelitian kepustakaan
merupakan kegiatan penelitian yang
meliputi pengumpulan bahan pustaka,
membaca, mencatat,
bahan penelitian. Sementara itu, Bowen
(2009) menjelaskan bahwa analisis
dokumen dapat digunakan sebagai
metode penelitian kualitatif untuk
menelaah dokumen sebagai sumber data

dan mengolah

penelitian.
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Metode ini dipilih karena
penelitian berjudul “Analisis Kebijakan
Budaya Sekolah Aman dan Nyaman
Perspektif ~ Tata  Kelola
Pendidikan di Indonesia” berfokus pada
penelaahan kebijakan tertulis dan
literatur ilmiah, bukan pada pengukuran
kondisi lapangan atau pengalaman
informan. Sumber data primer berupa
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar
dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya
Sekolah Aman dan Nyaman, sedangkan
sumber sekunder meliputi artikel jurnal
dan buku yang relevan dengan budaya
sekolah, tata kelola pendidikan, serta
implementasi kebijakan publik.

Data  dikumpulkan  melalui
penelusuran dan penelaahan sumber
tertulis yang relevan dengan fokus
penelitian. Selanjutnya, data dianalisis
secara  deskriptif-kualitatif =~ melalui
identifikasi substansi kebijakan,
pengelompokan informasi berdasarkan
tema, interpretasi isi dokumen, dan
pengaitan hasil telaah dengan kerangka
implementasi kebijakan Edwards III
yang mencakup komunikasi, sumber
daya, disposisi atau sikap pelaksana,
dan struktur birokrasi.

dalam

Analisis ini
digunakan untuk menjelaskan substansi
kebijakan  serta = mengidentifikasi
implikasinya terhadap tata kelola
pendidikan berdasarkan sumber yang
ditelaah

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Arah Kebijakan Budaya Sekolah
Aman dan Nyaman
Hasil telaah
menunjukkan bahwa Peraturan Menteri
Pendidikan Dasar dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2026 tentang Budaya Sekolah Aman
dan Nyaman menempatkan keamanan
dan kenyamanan sebagai bagian
dari  penyelenggaraan
pendidikan. Kebijakan ini mencakup
pemenuhan  kebutuhan spiritual,
perlindungan  fisik,  kesejahteraan
psikologis, keamanan sosiokultural,
serta keadaban dan keamanan digital.
Cakupan tersebut menunjukkan bahwa
lingkungan sekolah yang aman tidak
hanya berkaitan dengan kondisi fisik
dan pencegahan kekerasan, tetapi juga
dengan hubungan sosial,
penghargaan terhadap martabat
manusia, dan perilaku warga sekolah di
ruang digital (Kementerian Pendidikan

dokumen

menyeluruh

kualitas

Dasar dan  Menengah  Republik
Indonesia, 2026).
Arah kebijakan tersebut

memperlihatkan pergeseran penekanan
dari penanganan masalah setelah terjadi
menuju upaya membangun kondisi
yang mendukung keamanan dan
kenyamanan sejak awal. Portal resmi
Kemendikdasmen menjelaskan bahwa
penyelenggaraan BSAN mengutamakan

pendekatan promotif, preventif,
humanis, komprehensif, dan
partisipatif. Pendekatan  tersebut
mencakup penguatan tata kelola

sekolah, edukasi bagi warga sekolah,
pembagian peran dan tanggung jawab,
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serta ~ mekanisme  respons  dan
penanganan pelanggaran yang
kolaboratif, adil, dan berorientasi pada
pemulihan (Kementerian Pendidikan
Dasar dan  Menengah  Republik
Indonesia, 2026).

Dari perspektif tata kelola
pendidikan, pendekatan ini
menunjukkan ~ bahwa  penciptaan
sekolah yang aman dan nyaman tidak
cukup dilakukan melalui penyusunan
tata tertib atau pemberian sanksi.
Sekolah juga perlu mengembangkan
kebiasaan positif, komunikasi yang
terbuka, kepedulian terhadap kebutuhan
peserta didik, serta keterlibatan berbagai
pihak. Hal tersebut sejalan dengan
pandangan Wang dan Degol (2016)
bahwa iklim sekolah merupakan konsep
multidimensional yang perlu dipahami
melalui berbagai aspek lingkungan
sekolah. Aldridge dan McChesney
(2018) juga menunjukkan relevansi
sekolah terhadap kesehatan
mental dan kesejahteraan remaja.

Dengan demikian, kebijakan
BSAN memiliki dengan
kajian iklim sekolah dan kesejahteraan
peserta didik. Perbedaannya, kebijakan
ini memberikan kerangka normatif bagi
penyelenggaraan budaya sekolah yang
aman dan nyaman, sedangkan
penelitian terdahulu lebih banyak
mengkaji  dimensi sekolah,
kesejahteraan, dan hasil perkembangan
peserta didik. Kebijakan tersebut
menjadi dasar bagi satuan pendidikan
untuk menerjemahkan nilai keamanan
dan kenyamanan ke dalam pengelolaan
serta kebiasaan sehari-hari.

iklim

relevansi

iklim

2. Analisis Kebijakan Berdasarkan

Kerangka Implementasi Edwards 111
Untuk memahami kebutuhan

tata kelola dalam pelaksanaan BSAN,

substansi kebijakan dianalisis
menggunakan empat aspek
implementasi kebijakan yang

dikemukakan Edwards III (1980), yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi atau
sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.
Keempat aspek ini digunakan sebagai
kategori analisis dokumen, bukan
sebagai ukuran keberhasilan
implementasi di sekolah tertentu.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek

penting  karena  kebijakan  perlu
dipahami oleh pihak-pihak yang
bertanggung jawab dalam
pelaksanaannya. Kebijakan BSAN

mencakup beberapa dimensi, mulai dari
perlindungan fisik hingga kesejahteraan
psikologis dan keamanan digital.
Luasnya cakupan tersebut memerlukan
penyampaian informasi yang jelas agar
warga sekolah memahami bahwa
budaya aman dan nyaman merupakan
tanggung jawab bersama, bukan hanya
urusan penanganan pelanggaran.

tata kelola sekolah,
komunikasi dapat mendukung
penyamaan pemahaman antara kepala
sekolah, guru, tenaga kependidikan,
peserta didik, orang tua, dan pihak
terkait lainnya. Penjelasan kebijakan
perlu diterjemahkan ke dalam informasi

Dalam

yang mudah dipahami dan sesuai
dengan peran masing-masing pihak.
Misalnya, warga sekolah  perlu

memahami perilaku yang mendukung
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keamanan,  saluran  penyampaian
persoalan, serta mekanisme respons
yang berlaku.

Kebutuhan tersebut sejalan
dengan Edwards III (1980), yang
menempatkan  komunikasi  sebagai
faktor penting dalam implementasi
kebijakan. Informasi yang tidak jelas
tidak  konsisten  berpotensi
menimbulkan perbedaan penafsiran.
Oleh karena itu, dari hasil analisis
kebijakan, komunikasi dapat dipandang
sebagai salah satu kebutuhan tata kelola
yang perlu diperhatikan agar tujuan

BSAN dapat diterjemahkan ke dalam

atau

tindakan yang terarah. Namun,
efektivitas komunikasi di  satuan
pendidikan  tertentu =~ memerlukan
penelitian  lanjutan  dengan  data
lapangan.

b. Sumber Daya

Aspek sumber daya berkaitan
dengan dukungan yang diperlukan
untuk menjalankan kebijakan. Dalam
konteks BSAN, dukungan tersebut
dapat berupa kapasitas sumber daya
manusia, informasi,
fasilitas, dan pembiayaan yang relevan.
Kebijakan yang mencakup
perlindungan  fisik,  kesejahteraan
psikologis, keamanan sosiokultural, dan
keamanan digital memerlukan kesiapan
yang sesuai dengan kebutuhan setiap
satuan pendidikan.

Kapasitas sumber daya manusia
penting karena pelaksanaan kebijakan

kewenangan,

melibatkan berbagai Kepala
sekolah  perlu  mengoordinasikan
penyelenggaraan kebijakan, sedangkan
guru dan tenaga kependidikan perlu

peran.

memahami tanggung jawabnya dalam
menciptakan lingkungan belajar yang
aman dan nyaman. Dukungan informasi
dan fasilitas juga diperlukan agar
kegiatan edukasi, pencegahan, serta
respons terhadap persoalan dapat
dijalankan sesuai ketentuan.

Edwards III (1980) menegaskan
bahwa sumber daya merupakan salah
satu faktor yang dapat mendukung atau
membatasi implementasi kebijakan.
Oleh sebab 1itu, analisis BSAN
menunjukkan pentingnya kesesuaian
antara tuntutan kebijakan dan dukungan
yang tersedia. Meskipun demikian,
kajian dokumen ini tidak dapat
menyimpulkan bahwa sekolah-sekolah
di Indonesia telah memiliki atau belum
memiliki sumber daya yang memadai.
Kesimpulan semacam itu memerlukan
bukti empiris dari satuan pendidikan
dan pemerintah daerah.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi  berkaitan  dengan
sikap dan komitmen pelaksana terhadap

kebijakan. Dalam penyelenggaraan
BSAN, kebijakan  tidak  hanya
membutuhkan pemahaman formal,

tetapi juga penerimaan dan kesediaan
warga sekolah untuk membangun
kebiasaan yang mendukung keamanan
serta kenyamanan. Sikap tersebut dapat
tercermin melalui penghargaan terhadap
perbedaan, kepedulian terhadap
kebutuhan peserta didik, perilaku yang
bertanggung jawab di ruang digital, dan
kesediaan menindaklanjuti persoalan
sesuai prosedur.

Aspek ini penting karena budaya
sekolah terbentuk melalui praktik dan
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interaksi yang berulang. Peraturan dapat
memberikan arah, tetapi nilai dan
kebiasaan perlu diwujudkan dalam
perilaku sehari-hari. Scholz et al
(2023), melalui tinjauan
tentang program kesehatan mental dan
kesejahteraan di sekolah menengah,
membahas  berbagai faktor yang
berkaitan dengan efektivitas program
tersebut. Sementara itu, Bradshaw et al.
(2021) menekankan pentingnya
pendekatan  iklim  sekolah  yang
komprehensif dalam upaya
meningkatkan keamanan sekolah.
Kedua kajian tersebut
mendukung pemahaman bahwa upaya
membangun lingkungan sekolah yang
positif perlu melibatkan praktik yang
konsisten, bukan hanya aturan formal.
Dalam perspektif Edwards III (1980),
komitmen pelaksana merupakan bagian

sistematis

yang perlu diperhatikan dalam
implementasi ~ kebijakan. = Dengan
demikian, BSAN perlu dipahami

sebagai tanggung jawab yang harus
diterjemahkan ke dalam sikap dan
kebiasaan warga sekolah. Akan tetapi,
tingkat komitmen pelaksana dalam
praktik tidak dapat ditentukan hanya
dari dokumen peraturan.
d. Struktur Birokrasi dan Pembagian
Tanggung Jawab

Struktur  birokrasi
dengan pembagian tugas,
kerja, dan koordinasi
Berdasarkan penjelasan

berkaitan
prosedur
antaraktor.
resmi
Kemendikdasmen,  penyelenggaraan
BSAN di sekolah menjadi tanggung
jawab  kepala  sekolah  dengan
melibatkan guru, tenaga kependidikan,

dan murid serta partisipasi orang tua,
masyarakat, dan media. Pada tingkat
pemerintah daerah, tanggung jawab
penyelenggaraan berada pada kepala
daerah melalui Kelompok Kerja Budaya
Sekolah dan  Nyaman
(Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah Republik Indonesia, 2026).

Pengaturan tersebut
memperlihatkan pentingnya kejelasan
peran pada tingkat satuan pendidikan
dan pemerintah daerah. Kepala sekolah
memerlukan dukungan dan koordinasi
dengan warga sekolah, sedangkan
pemerintah daerah berperan dalam
penyelenggaraan  kebijakan
kewenangannya. Pelibatan keluarga dan
masyarakat juga menunjukkan bahwa
keamanan dan kenyamanan sekolah
tidak ditempatkan sebagai tanggung
jawab sekolah semata.

Portal resmi Kemendikdasmen
juga  menjelaskan  bahwa
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
(TPPK) di sekolah serta satuan tugas
terkait dinyatakan tidak lagi berlaku

Aman

sesuai

Tim

berdasarkan kebijakan BSAN.
Penyelenggaraan kebijakan
menggunakan pengaturan tanggung

jawab dan mekanisme yang ditetapkan
dalam baru  tersebut
(Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah Republik Indonesia, 2026).
Perubahan ini menjadikan kejelasan
pembagian tugas, pemahaman terhadap
prosedur  baru, dan  koordinasi
antaraktor sebagai aspek penting dalam
tata kelola.

Dalam kerangka Edwards III
(1980), struktur organisasi yang jelas

regulasi
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dapat membantu pelaksana memahami
tanggung jawab dan prosedur yang

harus diikuti. Sebaliknya,
ketidakjelasan peran berpotensi
menimbulkan tumpang tindih atau

kekosongan tanggung jawab. Oleh
karena itu, implikasi tata kelola yang
dapat ditarik dari dokumen BSAN

adalah perlunya penyelarasan
pemahaman mengenai peran,
kewenangan, koordinasi, dan
mekanisme respons sesuai ketentuan
yang Dberlaku. Kajian ini tidak
menyimpulkan ~ bahwa  perubahan

struktur tersebut telah berjalan efektif di
seluruh  daerah karena hal itu
membutuhkan bukti pelaksanaan di

lapangan.
3. Sintesis Hasil Analisis dan
Implikasi bagi Tata Kelola
Pendidikan

Berdasarkan analisis substansi
kebijakan dan empat aspek

implementasi Edwards III, terdapat
keterkaitan antara cakupan BSAN yang
menyeluruh dan kebutuhan tata kelola
yang terkoordinasi. Kebijakan ini
mencakup berbagai dimensi kehidupan
warga sekolah, sehingga
pelaksanaannya memerlukan
komunikasi yang jelas, sumber daya
yang sesuai, komitmen pelaksana, serta
pembagian tugas dan prosedur yang
dapat dipahami.

Hasil telaah tersebut sejalan
dengan penelitian Wang dan Degol
(2016)
(2021), yang menunjukkan bahwa iklim
sekolah memiliki berbagai dimensi.
Kajian Aldridge dan McChesney (2018)

serta Grazia dan Molinari

serta Mori et al. (2021) juga
menegaskan lingkungan
sekolah terhadap kesejahteraan dan
kesehatan mental anak serta remaja.
Penelitian-penelitian
memberikan landasan untuk memahami
mengapa keamanan dan kenyamanan
perlu dipandang secara menyeluruh.
Sementara itu, kebijakan BSAN
memberikan kerangka formal untuk
mengarahkan penyelenggaraan budaya
sekolah dalam konteks pendidikan

relevansi

tersebut

Indonesia.

Kontribusi analisis ini terletak
pada penghubungan antara substansi
kebijakan BSAN dan aspek
implementasi kebijakan publik. Dengan
menggunakan kerangka Edwards III,
kajian tidak berhenti pada uraian isi

peraturan, tetapi  mengidentifikasi
kebutuhan tata kelola yang relevan bagi
pelaksanaannya. Komunikasi

membantu penyamaan pemahaman;
sumber daya mendukung pelaksanaan
kegiatan; disposisi berkaitan dengan
komitmen untuk menerapkan nilai
kebijakan; sedangkan struktur birokrasi
membantu memastikan kejelasan peran
dan koordinasi.

Meskipun  demikian,  hasil
penelitian ini terbatas pada analisis
dokumen dan literatur. Oleh karena itu,
hasilnya tidak dapat digunakan untuk
menyatakan bahwa kebijakan BSAN
telah berhasil atau gagal diterapkan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji
implementasi  kebijakan di
pendidikan atau pemerintah daerah

satuan

melalui wawancara, observasi, maupun

data evaluasi. Dengan demikian,
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analisis kebijakan dalam artikel ini
berfungsi sebagai dasar konseptual
untuk memahami arah kebijakan dan
kebutuhan kelola, sekaligus
membuka ruang bagi penelitian empiris
mengenai pelaksanaannya.

tata

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil studi pustaka
dan analisis dokumen, kebijakan

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman
melalui Peraturan Menteri Pendidikan
Menengah  Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2026
menunjukkan bahwa keamanan dan
kenyamanan sekolah perlu dipahami
secara meliputi
perlindungan kesejahteraan
psikologis, sosiokultural,
serta keadaban dan keamanan digital.
perspektif kelola
pendidikan, pelaksanaan kebijakan
tersebut memerlukan komunikasi yang
jelas, dukungan sumber daya yang
memadai, komitmen pelaksana, serta
pembagian tugas dan koordinasi yang
terarah. Berdasarkan kerangka
implementasi kebijakan Edwards III,
keempat aspek tersebut dapat digunakan
untuk mengidentifikasi kebutuhan tata
kelola dalam mendukung
penyelenggaraan  Budaya  Sekolah
Aman dan Nyaman.

Kajian ini menegaskan bahwa
keberadaan regulasi perlu diikuti
dengan pengelolaan yang terkoordinasi

Dasar dan

menyeluruh,
fisik,
keamanan

Dalam tata

dan keterlibatan warga sekolah serta
pemangku kepentingan terkait. Namun,
karena penelitian ini terbatas pada studi
pustaka dan analisis dokumen, hasilnya

belum  dapat digunakan  untuk
menyimpulkan tingkat keberhasilan
penerapan  kebijakan  di  satuan

pendidikan. Oleh karena itu, penelitian
selanjutnya disarankan untuk mengkaji
implementasi kebijakan secara empiris
di sekolah atau pemerintah daerah agar
dapat memberikan gambaran mengenai
pelaksanaan, kendala, dan upaya
penguatan Budaya Sekolah Aman dan
Nyaman dalam praktik pendidikan.
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